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MOTTO 

 

“NON VERBA, SED FACTA” 

(BUKAN KATA-KATA, TETAPI PERBUATAN) 

 

“I never meant to leave this world alone 

I never meant to hurt the ones who care 

And all this time I thought we'd just grow old 

You know, no one said it's fair” 

( Danger Line – Avenged Sevenfold ) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pornografi Dengan Niat Balas Dendam Di Media Sosial dengan 2 rumusan masalah 

yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi 

dengan niat balas dendam, dan Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pornografi dengan niat balas dendam yang dilakukan di media 

sosial dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap perlindungan korban dari 

Pornografi dengan niat balas dendam supaya memberikan kepastian hukum 

terhadap perlindungan korban dan pemahaman mengenai penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana Pornografi dengan niat balas dendam di media 

supaya tidak ada kejahatan ini terulang kembali. 

Metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisa yang dipergunakan 

penulis adalah analisa deduktif, dilandasi norma-norma, asas-asas hukum serta 

nilai-nilai yang diakui, menggunakan sumber bahan hukum terkait. 

Hasil kajian menunjukkan perlindungan korban meliputi upaya preventif 

(larangan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, penguatan literasi digital, 

peran lembaga layanan) serta represif (pelaporan, pendampingan, perlindungan 

identitas, pemulihan psikologis, penghapusan konten). Penegakan hukum melalui 

pelaporan, penyidikan berperspektif korban, pembuktian bukti elektronik, 

pemeriksaan mencegah reviktimisasi, putusan memidana pelaku sekaligus 

mempertimbangkan pemulihan dan restitusi. Implementasinya terkendala 

anonimitas pelaku, keterbatasan pemahaman aparat bukti digital, disharmonisasi 

regulasi, stigma sosial, sehingga diperlukan harmonisasi aturan, peningkatan 

kapasitas aparat, percepatan penurunan content, edukasi publik. 

 

Kata Kunci:Pornografi, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Media sosial
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ABSTRACT 

 

This study is entitled Law Enforcement Against Perpetrators of Pornography 

Crimes with Intent to Take Revenge on Social Media with two research questions, namely 

How is the legal protection for victims of pornography crimes with intent to take revenge, 

and How is the mechanism of law enforcement against perpetrators of pornography 

crimes with intent to seek revenge committed on social media? The aim is to provide an 

understanding of the protection of victims of pornography with intent to seek revenge in 

order to provide legal certainty regarding the protection of victims and an understanding 

of law enforcement against perpetrators of pornography crimes with intent to seek 

revenge on social media so that this crime does not happen again. 

For this research method, the author uses normative legal research with a 

legislative approach. The analysis used by the author is deductive analysis, based on 

norms, legal principles, and recognized values, using relevant legal sources. 

The results of the study show that victim protection includes preventive measures 

(prohibiting the dissemination of intimate content without consent, strengthening digital 

literacy, the role of service institutions) and repressive measures (reporting, assistance, 

identity protection, psychological recovery, content removal). Law enforcement through 

reporting, victim-centered investigations, electronic evidence, examinations to prevent 

revictimization, and sentencing of perpetrators while considering recovery and 

restitution. Its implementation is hampered by the anonymity of perpetrators, limited 

understanding of digital evidence among officials, regulatory disharmony, and social 

stigma, thus requiring harmonization of regulations, increased capacity of officials, 

accelerated content removal, and public education. 

 

Keywords: Pornography, Legal Protection, Law Enforcement, Social Media. 
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